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ABSTRAC

THE POLICY IMPLEMENTATION of SUBSIDIZES HEALTH BASE
SERVICE AT HEALTH CENTER of BINJAI HULU, SINTANG
REGENCY

Yustus Laud
yustussintang@yahoo.co.id
Universitas Terbuka
Keyword: Policy, Health Service of Base Subsidizes

Problems discussed in by this researchformualated as follows: How
Implementation of Service Policy of Base ealth Service Subsidizes in
Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintangs Pdrpose of this research is to know,
analyses and description of execution of service 0f base Health Service subsidizes
in Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten/Sintang, public access in obtaining health
service types of base subsidizes,¢facters influencing health service of base
subsidizes. This research subject<are Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang,
Head Of Puskesmas Binjai Hulu, Officer at Puskesmas Binjai Hulu, Member of
health service participant publityof'subsidy base done in purposive
(purposive sampling).

After memaparkan/deskripsi data and data analysis, as for conclusion
from this research earns/enulis tells as follows. Public access in obtaining health
service of base.subsidizes in Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang still have
not optimal_im~eards” distribution, number of coverages takes care of first storey
road (street), exploiting ( utilisation) health service of poor public and Pelayanan
Kesehatan "Rujukan Rawat Jalan has not fully enforceable carefully. Drugs
distribution system from sub-province to puskesmas up to polindes and pustu,
most lates. Based on conclusion is suggested [by] Sistem and service procedure of
base Health service subsidizes can be watered down and doesn't twist -
circumlocutary causing public access to obtain the service increases. Improvement
of drugs distribution system from sub-province to puskesmas up to polindes and
pustu, in order not to be broken and earned is continual so that still awake it
supply of drugs required in pustu and polindes and is drugs distribution refers to
10 ( ten) big of disease visit at the region.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
BERSUBSIDI DI PUSKESMAS BINJAI HULU
KABUPATEN SINTANG

Yustus Laud
yustussintang@yahoo.co.id

Universitas Terbuka

Kata Kunci: Kebijakan, Pelayanan Kesehatan DasarBersubsidi

Permasalahan yang dibahas dalam penelitiaimyini dirumuskan sebagai
berikut: Bagaimanakah Implementasi Kebijakdn Peldyanan Kesehatan Dasar
Bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten ‘Sintang. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui, menganalisist, dan’”mendeskripsikan pelaksanaan
pelayanan kesehatan dasar bersubsidi. di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten
Sintang, akses masyarakat dalam menipéroleh jenis-jenis layanan kesehatan dasar
bersubsidi, faktor-faktor yang , mempengaruhi pelayanan kesehatan dasar
bersubsidi. Subjek penelitian, spenelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sintang, Kepala~Puskesmas Binjai Hulu, Pegawai pada Puskesmas
Binjai Hulu, Warga masyarakat” peserta pelayanan kesehatan dasar bersubsidi
yang dilakukan secara purposif (purposive sampling).

Setelah memaéparkari/deskripsi data dan analisis data, adapun kesimpulan
dari penelitian ini~dapat“Penulis kemukakan sebagai berikut. Akses masyarakat
dalam memperoeleh pelayanan kesehatan dasar bersubsidi di Puskesmas Binjai
Hulu Kabupaten Sintang masih belum optimal. Pendistribusian kartu, jumlah
cakupan rawat jalan tingkat pertama, pemanfaatan (utilisasi) pelayanan kesehatan
masyarakat iniskin serta Pelayanan Kesehatan Rujukan Rawat Jalan belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Sistem distribusi obat dari kabupaten
ke puskesmas sampai ke polindes dan Puskesmas Pembantu, sering terlambat.
Berdasarkan kesimpulan disarankan Sistem dan prosedur pelayanan pelayanan
kesehatan dasar bersubsidi dapat dipermudah dan tidak berbelit — belit sehingga
akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan tersebut semakin meningkat.
Peningkatan sistem distribusi obat dari kabupaten ke puskesmas sampai ke
polindes dan pustu, agar tidak terputus dan dapat berkesinambungan sehingga
tetap terjaganya persediaan obat yang dibutuhkan di pustu dan polindes serta
distribusi obat mengacu pada 10 (sepuluh) besar kunjungan penyakit pada wilayah
tersebut.
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BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Konsep Implementasi K ebijakan Publik

Kebijakan secara harfiah berkaitan dengan sikap dari_‘pemerintah atau
pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal iniy, Dye (dalam Winarno,
2002:15) memberikan definisi kebijakan sebagai-Suaty/tindakan atau sikap yang
dipilin oleh pemerintah untuk dilakukans atau/tidak dilakukan dan apabila
pemerintah memilih untuk melakukan Sesuatu; maka pasti ada tujuan yang hendak
dicapai. Walaupun batasan yang(dilierikan oleh Thomas R. Dye ini agak tepat,
namun batasan ini tidak cukupyuntuk memberikan pembedaan yang jelas antara
apa yang diputuskan¢oleh“pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya
dilakukan oleh.pemerinitah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-
tindakan .seperti” pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu
tindakan yang sebenarnya berada di luar kebijakan publik.

Apabila dikaji secara mendalam, kebijakan publik orientasi tunggalnya
adalah pada kepentingan publik seyogyanya menurut Islamy (dalam Putra,
2005:34) memiliki semangat kepublikan, yang mau tidak mau implikasinya harus

menempatkan publik sebagai aktor utama dalam tipa-tiap proses kebijakan publik.
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Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2006:6) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan
pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka
yang mematuhi keputusan sendiri.

David Easton (dalam Islamy, 2000:25) menyatakan bahwa “kebijakan
publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada
seluruh angggota masyarakat” Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa
hanya pemerintah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu (nilai-nilai
kebijakan) kepada masyarakat secara keseluribar. Hal ini disebabkan karena
pemerintah merupakan penguasa dalam.suaty sistem politik yang terlibat dalam
masalah kehidupan rakyat sehafi-hariyang telah menjadi tugas dan tanggung
jawabnya.

Definisi lainmerngenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl
Friedrich (dalapninAgustino, 2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah
serangkaian ‘tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan)
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk
mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian
dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut

berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40897 .pdf

Ini bermakna bahwa meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan
pemerintah tidak selalu mudah untuk dapat dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan
melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari
definisi kebijakan. Bagaimana pun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang
sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan
pada suatu masalah.

George C. Edward 1l dan Ira Sharkansky (dalam Krismartini,dkk , 2008
:1.6) Kebijakan Publik adalah apa yang dinyatakamn.dan dilakukan atau tidak
dilakukan oleh Pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan atau dalam poli¢y.statement yang berbentuk pidato-pidato
dan wacana yang diungkapkan pejabadt politik dan pejabat Pemerintah yang segera
ditindaklanjuti dengan programi=program dan tindakan Pemerintah.

Sedangkan ménurut~Anderson (dalam Islamy, 2000:30) merumuskan
bahwa kebijakarinpublik adalah kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan
oleh instansixinstansi serta pejabat-pejabat pemerintah). Selanjutnya, implikasi
dari kebijakan publik itu menurut Anderson adalah (1) kebijakan publik itu selalu
mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada
tujuan; (2) kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan
pejabat-pejabat pemerintah; (3) kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-
benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah

bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu; (4)
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kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk
tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif-dalam
arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; (5)
kebijakan pemerintah, setidak tidaknya dalam arti yang positif — didasarkan atau
selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa
(otoritatif).

Sifat kebijakan publik sebagaimana dikemukakan ‘Agustino (2006:9) dan
Winarno (2002:19-20) merupakan bagian dari statu.Kegiatan dapat dimengerti
secara baik bila dibagi dalam beberapa kategorityaita:

1. Tuntutan kebijakan (policy dem@nds) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat
olen aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat
pemerintah dalam suatu siSterd politik. tuntutan tersebut berupa desakan
agar pejabat pemerintah.mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan
mengenai suatu masalah-tertentu.

2. Keputusan kebijakan'.(policy decision) adalah putusan yang dibuat oleh
pejabat publik ¥ang 'memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-
kegiatan kebijakan.”Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk
mengeluarkan~ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah
eksekutifi~tmerigumumkan aturan administratif atau membuat interpretasi
hukumyang penting.

3. Pernyataan kebijakan (policy statement) adalah ungkapan secara formal atau
artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan seperti ketetapan
legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, keputusan
pengadilan dan lain sebagainya.

4. Hasil kebijakan (policy output) adalah perwujudan nyata dari kebijakan
publik, atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan
pernyataan kebijakan. Ini bermakna apa yang dikerjakan oleh pemerintah.

5. Akibat dari kebijakan (policy outcomes) adalah konsekuensi kebijakan yang
diterima masyarakat baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan
yang berasal dari apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah.
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Sementara itu Amir Santoso (dalam Winarno, 2002) mengkomparasi
berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam
bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan
mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam Dua wilayah kategori. Pertama,
pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan
pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap. bahwa semua
tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.“Pandangan kedua,
menurut Amir Santoso berangkat dari para ahii) yang® memberikan perhatian
khusus pada pelaksanaan kebijakan. Paraahli yang masuk dalam kategori ini
terbagi atas dua kubu, yakni kubu pertama, mereka yang memandang kebijakan
publik sebagai keputusan-keput@sar{ peémerintah yang mempunyai tujuan dan
maksud-maksud tertentu, dan“kubu kedua, mereka yang menganggap kebijakan
publik sebagai memiliki “aKibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang
termasuk dalam kubu pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan,
yakni perumusan” kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata
lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai
proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan
kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk

mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan
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Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang
mengandung kondisi-kondisi awal dari akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas,dapat dijelaskan bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh
pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh masyarakat. Ini bermakna bahwa ‘\Kebijakan publik
mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) bahwa kebijakan publik dalam bentuk
utamanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) bahwa kebijakan
publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi_haras dilaksanakan dalam bentuk
yang nyata: (3) bahwa kebijakan publik, baik-untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu,
dan; (4) bahwa kebijakan pubiik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan
seluruh anggota masyarakat.

Implemernitasi~kebijakan merupakan suatu bentuk hubungan yang dapat
memungkinkan“tercapainya tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik, sehingga
dapat terwujud hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam
prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu
kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi
berbagai kepentingan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2000:65)

menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan negara adalah “... lazimnya,
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keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk
menstrukturkan proses implementasinya melalui beberapa tahapan tertentu,
melalui tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam
bentuk pelaksanaan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan sasaran, dampak
nyata baik yang dikehendaki maupun tidak dari output \térsebut, dampak
keputusan yang dipersiapkan oleh badan-badan penganibil keputusan, dan
akhirnya perbaikan-perbaikan penting.”

Sedangkan Van Meter dan Van/Harn/(dalam Agustino, 2006:139)
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan
baik oleh individu-individu atau {pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang.diarankan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan Kebijaksanaan.

Memperhatikan~ pandangan tersebut, nampak jelas bahwa proses
implementasiy, kebijakan mengandung unsur, yaitu (a) masalah yang ingin
dipecahkan; (b) mempertegas tujuan yang ingin dicapai; (c) cara menstruktur atau
mengatur; (d) mengesahkan undang-undang dengan disertai output dalam bentuk
pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) yang melaksanakannya; (e) kesediaan
kelompok sasaran untuk melaksanakan tujuan itu; (f) dampak nyata baik yang
dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari output kebijakan; (g) upaya untuk

melakukan perbaikan-perbaikan.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri. Hal ini searah dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lester dan
Stewart Jr (2000:104) bahwa implementasi sebagai suatu proses-dan suatu hasil
(output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat'diukur atau dilihat dari
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output)y yaitu tercapai atau tidaknya
tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Robert Linebery (dalam XVahab,” 2000:89) menyatakan proses
implementasi memiliki elemen-elemen penting, yaitu:

1. Kreasi dan staffing ager baru guna mengimplementasikan kebijakan baru
atau menetapkandarnggung jawab implementasi kepada personel atau agen
yang ada.

2. Menterjemahkan/maksud dan tujuan legislatif ke dalam aturan-aturan
operasional “yang baik: perlu pengembangan panduan bagi para
implementor:

3. Kaordinasi sumber daya agen dan pembiayaan pada target group:
pengefmbangan tanggung jawab divisi-divisi dalam agen dan antara agen
dengan agen yang terkait.

4. Alokasi sumber daya guna kemampuan dampak kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses kebijakan dapat
dimulai apabila tujuan atau sasaran dari kebijakan ditetapkan, program

pelaksanaan dibuat, dana teralokasikan dan agen-agen pelaksana telah disepakati

dan direkomendasikan untuk mencapai tujuan. Berkenaan dengan itu, Anderson
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(Islamy:2000:76) mengungkapkan 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam
mengimplementasikan kebijakan, vyaitu: (1) Siapa yang dilibatkan dalam
implementasi; (2) Hakikat proses administrasi; (3) Kepatuhan atas suatu

kebijakan; dan (4) Efek atau dampak dari isi implementasi.

Ke empat aspek sebagaimana disebutkan di atas merupakan serangkaian
tata pelaksanaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses implereritasi kebijakan
publik, sehingga setiap kebijakan yang telah ditetapkan‘dapat'di implementasikan
berdasarkan pada penentuan unit pelaksana. Sebagatmana menurut Anderson
disebut administrative unit yaitu jajaran birokrasi publik dimulai dari level atas
sampai pada level bawah. Untuk kepefiuan ini, Islamy (2000:87) menetapkan
implementasi kebijakan ke dalarn‘dua bentuk , yaitu:

1. Sdf executing, artinyapahwa dengan dirumuskan dan disahkan suatu
kebijakan, maka'kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya.

2. Non seif, ‘executing, artinya bahwa suatu kebijakan diwujudkan dan
difaksanakan oleh berbagai fihak supaya tujuan pembuatan kebijakan
tercapai.

Akan tetapi, dalam kenyataannya setiap implementasi kebijakan tidaklah
berjalan mulus dan bisa mengalami resiko kegagalan, karena dalam proses
implementasi kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara

apa yang diharapkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan dengan apa yang
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senyatanya ingin dicapai. Sebagaimana dikemukakan Andrew Dunsire (dalam
Wahab, 2000:86) disebut implementation gab.

Sehubungan dengan itu, Parker (dalam Wahab, 2000:137) lebih jauh
menyatakan implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Ketentuan
ini menyangkut adanya dimensi-dimensi dalam implementasinya:=~Hal terpenting
kedua adalah tindakan-tindakan yang diambil memenuhi keabSahan karena telah
mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelumimplementasi itu dilaksanakan.

Kebijakan yang tidak dapat terimplemeniasikan sebagaimana dikemukakan
Hogwod dan Gun (dalam Wahab, 2000:89) disebabkan yaitu: (1) kebijakan itu
tidak dilaksanakan sesuai rencapa; (2) mmungkin pihak-pihak yang terlibat dalam
kebijakan tidak mau bekerjasama; (3) bekerjanya tidak efisien; (4) hambatan-
hambatan yang adadidaks sanggup ditanggulangi. Sementara itu implementasi
yang tidak berhasil karena (a) kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan dan
(b) kebijakaritersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang
dikehendaki.

Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan”
yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai
dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky

(dalam Agustino, 2006: 136) bahwa “implementasi/penerapan adalah kemampuan
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untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat
yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Lebih lanjut diungkapkan Ashari (2003:45), beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat efektif yaitu: “(1) Organisasi
harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik (memenuhi
performance) serta (2) Isi pelayanan harus sesuai dengan kebuitthan (need) dari
masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas “fasilitasi pelayanan
publik”.

Dalam sejarah perkembangan studi iiplementasi kebijakan dijelaskan
tentang adanya dua pendekatan guna‘memahami implementasi kebijakan yakni
pendekatan top down dan bottam up,”Masing-masing pendekatan mengajukan
model-model kerangka kerja-dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan
hasilnya.

Implemeritasi-kebijakan dalam pendekatan top-down dimana implementasi
kebijakan, yangdilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan
keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik tolak
dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah
ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau
birokrat pada level bawahnya.

Jadi inti pendekatan top-down adalah sejaunmana tindakan para pelaksana

(administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah
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digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sedangkan bottom-up
merupakan kebijakan yang berasal dari bawah (masyarakat) sebagai ujud
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2006:141-142)
terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:
Ukuran dan tujuan kebijakan;

Sumberdaya
Karakteristik agen pelaksana
Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksdna,

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik,

ocoakrwppE

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Matter dan Van
Horn (dalam Agustino, 2005:142) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan
berjalan secara linear dari kepttusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja
kebijakan publik.

Menurut Agustino (2006:157) beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan atau-tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

a. Fakterpenentu pemenuhan kebijakan:
1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan
pemerintah.
Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
Adanya sanksi hukum
Adanya kepentingan publik.
Adanya kepentingan pribadi
6. Masalah waktu
b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
2. Tidak adanya kepastian hukum.
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

aobkown
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4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola
kelompok usaha bersama merupakan salah satu kebijakan sosial Pemerintah
dalam memerangi kemiskinan. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap
kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan spsial atau bantuan
keuangan. Sedangkan menurut Spicker (dalam Suharto,,2005:16) Kebijakan sosial
berkaitan dengan kesejahteraan (welfare) menyangkutiktalitas hidup manusia dan
pemberian pelayanan kolektif guna melindungi kesejahteraan rakyatnya. Tujuan
kebijakan sosial memuat inti pokok yaitu-

1. Pemecahan masalah sosial< yang~mengandung arti mengusahakan atau
mengadakan perbaikan karena ada sesuatu yang tidak diharapkan (misalnya
kemiskinan) yang" bersifat destruktif atau fatologis yang merusak tatanan
kehidupan masyarakat.

2. Pemenuhan“kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan sosial yang
diperlukan baik preventif maupun rehabilitatif dalam penanganan masalah,
ataupun usaha-usaha pengembangan, peningkatan kualitas hidup agar menjadi
lebih baik.

Sejalan dengan kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin melalui

pola bantuan usaha kelompok maka dari aspek tujuan kebijakan sosial menurut

David Gil (dalam Winarno, 2002:109) memuat hal-hal sebagi berikut :
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1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah sosial (kemiskinan)
yang terjadi dalam masyarakat.

2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok yang tidak
dapat terpenuhi melalui tindakan kolektif.

3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi
kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-
faktor internal personal maupun eksternal-struktural.

4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi
upaya pelaksanaan peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat
sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.

5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan surpber-sumber demi
tercapainya kesejahteraan sosial.

Salah satu aspek penting dalam implementasiikebijakan sosial menurut
Conyers (dalam Suharto, 2005: 69) adalah madet proses pelaksanaan kebijakan
dapat dikelompokan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaksanaannyay-yaitt: (a) Model kebijakan sosial Imperatif
adalah kebijakan sosial tefpusat-yakni seluruh tujuan sosial, jenis, sumber
dan jumlah pelayanan. ditentukan pemerintah, (b) Model kebijakan sosial
indikatif yakni seluruh”kebijakan mengupayakan pada kesamaan visi dan
aspirasi seluruh {masyarakat sedangkan Pemerintah hanya menentukan
sasaran kebijakarh “secara garis besarnya sedangkan masyarakat
melaksanakan segenuhnya.

2. Berdasarkan ruang lingkup, yaitu: (a) Model universal adalah kebijakan
sosialeyang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan
masyarakat secara menyeluruh, dengan demikian semua orang mempunyai
kesempatan yang sama untuk menerima pelayanan, (b) Model selektifitas
yaitu  kebijakan yang diarahkan kepada mereka yang membutuhkan
melalui retribusi anggaran secara selektif seperti bantuan modal lunak,
bantuan makanan, pelayanan kesehatan gratis (medicaid) dan sebagainya
hanya diberikan kepada yang membutuhkan (keluarga miskin).

3. Berdasarkan keberlanjutan, yaitu: (a) Model Residul yaitu model
kebijakan sosial hanya diperlukan apabila dikarenakan suatu sebab
(kehilangan mata pencarian/ meningggal dunia), pelayanan sosial bersifat
temporer dan segera dihentikan manakala keberfungsian sosial telah
normal, (b) Model Institusional yaitu model kebijakan sosial yang tidak
mempertimbangkan berfungsi tidaknya lembaga alamiah, pelayanan
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bersifat melembaga dan berkesinambungan, model ini disebut juga model

antisipatif.

4. Karakteristik badan pelaksana. Karakteristik badan pelaksana tidak dapat
dipisahkan dari struktur birokrasi itu sendiri. Dalam struktur birokrasi
tersebut beberapa hal yang mungkin berpengaruh dalam pelaksanaan
kebijakan adalah: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, tingkat
komunikasi, sumber-sumber politik, vitalitas, serta kaitan formal dan
informal dengan badan pelaksana keputusan maupun pembuat keputusan.
Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pembangunan

sosial pengentasan kemiskinan menurut Hardiman dan «Midley (1995) adalah
menekankan pada pemberdayaan kelompok margindi).yakni meningkatkan taraf
hidup masyarakat yang kurang memiliki keémampuan ekonomi melalui: (1)
Menumbuh kembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah
secara ekonomi sebagai suatu aset ¢enagédkerja, dan (2) Memberikan pelayanan
sosial seperti kesehatan, pendidikan”dan pelatihan serta pelayanan yang dapat
meningkatkan kehidupar masyarakat.

Kesejahteraan sesial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita
Pembangunar-Nasional. Hal ini tercermin dari rumusan pasal 33 UUD 1945 yang
berkenaan peningkatan kesejahteraan sosial. Berbagai kebijakan pemerintah di
bidang sosial adalah sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-undang
Dasar tersebut. Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan
perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan

tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial haruslah senantiasa berorientasi

kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian
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yang saling berkait, yaitu untuk memecahkan masalah sosial dan untuk memenuhi
kebutuhan sosial.

Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau
mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan
(misalnya kemiskinan, pengangguran dan lain-lain) atau kejadian yang bersifat
destruktif patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat (misalnya
kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain).
Sedangkan tujuan pemenuhan kebutuhan meéngandang arti menyediakan
pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan,“baik” dikarenakan adanya masalah
maupun tidak ada masalah, dalam arti’bessifat pencegahan (mencegah terjadinya
masalah, atau mencegah meluasnya“masalah) atau bersifat pengembangan
(meningkatkan kualitas suatukondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya).

Searah dengan pendapat Suharto (2005:62) merumuskan tujuan-tujuan
kebijakan sosial\yaitu” mengurangi masalah sosial di masyarakat, memenubhi
kebutuhan masyarakat, meningkatkan hubungan antar manusia, meningkatkan
situasi  kondusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menggali potensi
masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan yang
harus dipenuhi agar implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi
dapat efektif yaitu organisasi pelaksana dalam hal ini Dinas Kesehatan dan

Puskesmas harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik,
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isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, masyarakat
mempunyai kepercayaan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan harus selalu
dan siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan (nilai-nilai baru dalam
pelayanan publik).
2. Pelayanan Kesehatan Dasar
Pengertian pelayanan menurut Supriyatna (1996:5) “adalah-cara melayani,
membantu menyempatkan, mengarah, menyelasaikan “keperluan kebutuhan
sesorang atau sekelompok orang. Artinya obyek~yang dilayani adalah individu
pribadi-pribadi (seseorang) dan organisasi® (sekelompok anggota organisasi)”.
Dalam pengertian pelayanan tersebutterkandung suatu kondisi yang melayani
yakni memiliki suatu keterampifan dan” keahlian tersebut Pihak yang melayani
mempunyai posisi atau nilai~febih dalam kecakapan tertentu sehingga mampu
memberikan bantuan/dalam- menyelesaikan suatu keperluan, kebutuhan Individu
atau Organisasi,
Menuruts Ashari (2003:45) secara teoritik beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi agar pelayanan publik dapat efektif yaitu:
1. Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan
publik (memenuhi performance)
2. Isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan (need) dari masyarakat.
Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas fasilitasi pelayanan publik
3. Masyarakat mempunyai trust atau kepercayaan kepada organisasi

penyelenggara pelayanan publik (terkait dengan partisipasi dan komitmen
sosial)
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4. Organisasi pelayanan publik harus selalu dan siap beradaptasi dengan
perubahan lingkungan (nilai-nilai baru dalam pelayanan publik).
Persyaratan ini menyangkut persoalan resvonsiveness.

Menurut Diamar (2003:45) pelayanan publik antara lain terdiri dari: “(1)
Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pertolongan untuk kelompok
miskin; (2) Pelayanan administrasi seperti KTP, akte kelahiran, kematian,
perizinan dan sertifikasi; (3) Pelayanan penyediaan sarana dan-prasarana baik
untuk kegiatan sosial maupun ekonomi; (4) Pelayananypenyediaan lapangan
pekerjaan; dan (5) Pelayanan perlindungan darmkeamanan”. Menurut Islamy
(1999:10) bawa “Public administration tidak lagi secara tradisional diartikan
semata-mata bersifat kelembagaan, tetapi hubungannya dengan seberapa besar
pengaruh/kaitan lembaga tersébut{ dengan kepentingan publik”. Tekanan
pengertian publik disini adalah pengguna jasa pelayanan yang dilakukan oleh
pelayan publik, dalam’hal ini‘adalah pegawai Pemerintah.

Pelayanan, ‘pubtik” merupakan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan
oleh instansi “pemerintah yang ditunjukan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun untuk pelaksanaan peraturan. Sebagai Lembaga Administrasi
Negara (dalam Widodo, 2001:269) memberikan pengertian bahwa:

Pelayanan umum vyaitu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan

Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
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Lebih lanjut tentang pelayanan umum yang dikemukakan Monir (2000:26)
bahwa : “Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan faktor material, melalui sistem, prosedur dan
metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai
haknya”. Selain itu, pelayanan publik menurut pendapat Widodo (2001:269) dapat
diartikan sebagai “pemberian layanan (melayani) keperluan ‘orang lain atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi-itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkar®”. Rengertian layanan publik
tersebut diatas, secara konkrit diutarakan beberapa‘hal sebagai berikut:

a. Pelayanan itu merupakan( salah” satu tugas utama dari aparatur
pemerintah, dalam hal4ni disebut dengan pemberian pelayanan publik
yaitu pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan
fungsi pelayananspublik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlakt serta jaminan kesehatan yang dapat diberikan oleh
pemerintah  kepada masyarakat. Adapun menurut Endang R.
Sedyaningsih  (2009) mengemukakan bahwa “penjaminan kesehatan
yang dilaksanakan pemerintah melalui Jamkesmas adalah dalam rangka
melaksanakan kewajiban negara terhadap fakir miskin dan tidak mampu
yang memang didahulukan, tetapi secara bertahap kepesertaannya akan

ditingkatkan sehingga bisa mencakup seluruh penduduk sebagaimana
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diamanatkan dalam Undang-Undang tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN)”.

b. Obyek yang dilayani, dalam hal ini disebut dengan penerima pelayanan
publik yaitu orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.

c. Bentuk pelayanan itu adalah pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan,
berupa barang dan jasa yang sesuai dengan kepentingan kebutuhan
masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang-berlaku.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harts meémiliki standar pelayanan
dan publikasikan sebagai jaminan adanyaskepastian bagi penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuram yang- dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati .oleh pemberi atau penerima pelayanan.
Standar pelayanan menurut.lz€mbaga Administrasi Negara (2002:20) mengenai
standar pelayanan publik sekdrang-kurangnya meliputi :

1, “\Prosedur pelayanan :
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian :
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
penggaduan.

3. Biaya pelayanan :
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan :
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana :
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Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi Petugas pemberi pelayanan :
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan,
sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Standar pelayanan yang dimiliki diharapkan akan dapat memberikan
jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas
yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi alat untuk.mengukur kualitas
pelayanan serta berbagai alat monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan.

Sutopo dan Sugiyanti (1998:67) \,menyatakan “standar pelayanan
merupakan dokumentasi resmi yang, befisi rincian teknis dari sebuah sistem
pelayan”. Standar pelayanan_erguna sebagai pedoman Kkerja dari batasan mutu
pelayanan yang harus{ dipenuhi oleh para pelaksana. Sedangan bagi para
pelanggan kita standarspeiayanan berguna sebagai jaminan mutu pelayanan yang
seharusnya mereka peroleh. Menurut Sutopo dan Sugiyanti (1998:67) “standar
pelayanan tmumnya memuat hal-hal seperti berikut: Visi dan Misi Pelayanan,
Jenis Pelayanan yang ditawarkan, Spesifikasi Pelanggan, Prosedur Pelayanan,
Pengawasan dan Pengendalian Mutu, Lampiran yang memuat Denah Lokasi,
Formulir, Hasil Kesepakatan, dan sebagainya”.

Sampai saat ini telah ditawarkan berbagai ukuran bagi standar pelayanan,

dengan titik pusat penilaian yang saling berbeda, dan cara pengukuran yang
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beraneka ragam pula. Menurut Sutopo dan Sugiyanti (1998:36) namun demikian,
terdapat beberapa kesamaan standar pelayanan yang sering dijumpai di berbagai
bidang kajian, yaitu:

1. Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standar.

2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan.

3. Pelaksanaan pelayanan didukung tekonologi, sarana, dan prasarana yang
memadai.

4. Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara Yyang, tidak bertentangan

dengan kode etik.

Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan pelanggan:

Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan pgtugas-pelayanan.

7. Pelaksanaan pelayanan mendatangkan™ kedntungan bagi lembaga
penyedia pelayanan.

oo

Standar pelayanan merupakan aplikasi dari rancangan proses pelayanan
dalam bentuk dokumentasi tertulis. Standar harus ditulis dengan cermat, rapi, dan
menyeluruh. Bagi petugas pelayanan” standar ini berlaku sebagai pedoman kerja
dan baku mutu yang Harus @ipenuhi. Sedangkan bagi pelanggan standar ini
memuat jaminan mutusgelayanan yang selayaknya akan mereka dapatkan. Pada
umumnya standar “pelayanan memuat visi dan misi pelayanan, jenis-jenis
pelayanan “yang ditawarkan, spesifikasi pelanggan, prosedur pelayanan,
pengawasan dan pengendalian mutu, serta berbagai lampiran yang diperlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam
implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
diperlukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Menurut Ashari (2003:45)

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar impelementasi kebijakan dapat
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efektif yaitu: “(1) Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan
pelayanan publik (memenuhi performance) serta (2) Isi pelayanan harus sesuai
dengan kebutuhan (need) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan

utilitas fasilitasi pelayanan publik”.

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus
dipenuhi agar impelementasi Program Jaminan Pemg¢lihdraan Kesehatan
Masyarakat Miskin dapat efektif yaitu organisasi, pelaksana dalam hal ini
Puskesmas dan Rumah Sakit harus mempunyai &emarnpuan untuk melaksanakan
pelayanan publik, isi pelayanan harus sesuai”dengan kebutuhan masyarakat
miskin, masyarakat mempunyai kepercayaan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit
serta Puskesmas dan Rumah Sakit®harus selalu dan siap beradaptasi dengan

perubahan lingkungan (nifai-nilai'baru dalam pelayanan publik).

Program Jamiftan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
merupakan hagian®dari pelayanan dasar yang mencakup pelayanan di bidang
pendidikany-4#€sehatan dan pertolongan untuk kelompok miskin. Menurut
Amirudin (2002:120) “pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang vital bagi
masyarakat, baik masyarakat yang tergolong kelas menengah atau maupun kelas
menengah bawah”. Dimana selama ini pelayanan kesehatan disediakan
pemerintah melalui institusi Rumah Sakit Umum maupun Puskesmas untuk

menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Namun demikian, realitasnya pelayanan
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yang disediakan oleh rumah sakit maupun Puskesmas belum menjangkau
masyarakat seluas-luasnya. Masih sering terjadi tindakan diskriminasi dari rumah
sakit maupun Puskesmas. Pasien dari kelas menengah atas akan mendapatkan
pelayanan lebih cepat dan diterima dengan penuh keramahan. Sebaliknya pasien

dari kelas menengah bawah sulit menerima perlakukan serupa.

Dalam Program Jaminan Pemeliharaan KesehatanMaSyarakat Miskin,
apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang
bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelaydnan. késehatan rujukan dengan
disertai surat rujukan dan identitas miskin/ang-ditunjukkan sejak mulai berobat,
dengan demikian tidak berubah bagi”pasien yang pindah kelas dari kelas
diatasnya. Pelayanan rujukan méliputi :

a. Pelayanan rawat jalansSpesidlistik di Puskesmas yang memiliki pelayanan
spesialistik
b. Pelayanan Rawat tnap/Persalinan di Puskesmas.
c. Pelayananirawat jalan lanjutan di Rumah Sakit/BKMM/BP4/BKIM.
d. Pelayanan Rawat Inap kelas I11 di Rumah Sakit.
e. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik.
Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas

(termasuk Puskesmas Rawat Inap atau Puskesmas dengan Pelayanan Spesialistik)
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dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
(RJTL), dilaksanakan pada poliklinik spesialis RS Pemerintah/BP4/BKMM.
3. Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi agenda
utama yang dicanangkan oleh pemerintah. Kesadaran seperti ini lahir karena
adanya pemahaman bahwa kemiskinan merupakan masalah~ kemanusiaan.
Kemiskinan bukan hanya melemahkan potensi individu ‘dan”masyarakat untuk
berkembang, melainkan juga sebagai pemicu /Keresdhan dan gejolak sosial,
ketergantungan dan eksplotasi dari satu kelompok-sosial terhadap kelompok sosial
lainnya, serta menurunkan harkat dan martabat manusia.

Kebanyakan para ahli télanimemberikan pengertian kemiskinan dengan
perspektif yang beragam <ehingga hasilnya juga melahirkan pengertian yang
beragam. Menurut Soedarno (dalam SMERU, 2004:5) kemiskinan adalah
“ketidakmampudn, ‘seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya,, bahkan kebutuhan fisik minimumnya”. Sedangkan Deutch (dalam
Sumardi dan Evers, 1982:5) memahami arti kemiskinan *“sebagai kurang
dimiliknya secara layak hal-hal yang dihargai tinggi oleh individu atau
masyarakat”.

Defenisi lain menyebutkan, “kemiskinan adalah situasi serba kekurangan
yang tejadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat

dihindari dengan kekuatan yang ada padanya” (Bappeda Kabupaten Sintang,
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2005:25). Pengertian yang lebih operasional dinyatakan oleh Ghose dan Griffin
(dalam Sumardi dan Evers, 1982:7) yang memformulasikan arti kemiskinan yakni
“kelaparan, kekurangan gizi, pakaian dan perumahan tidak memadai, pendidikan
rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan memperoleh bebagai pelayanan
sosial yang ada”.

Jika merujuk pada berbagai pengertian kemiskinan, tersebut di atas,
maka terdapat kesamaan makna bahwa kemiskinarly ‘merupakan kondisi
berhubungan dengan kekurangan tentang kebutuhap’dasar yang semestinya
dipenuhi. Pengertian kemiskinan seperti di ‘&tas-memiliki konsep utama yaitu
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).(Yang dimaksud KHM yakni suatu batas
kebutuhan dasar yang dapat mefbuat-Seseorang atau sekelompok orang hidup
secara wajar/layak dalam kéhidupan sosial tertentu. KHM bersifat relatif, artinya
berlaku secara spesifik- di wilayah tertentu karena dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti tingkat-upah, harga dan lain-lain.

Berbagai pengertian kemiskinan tersebut di atas, maka terdapat kesamaan
makna bahwa kemiskinan merupakan kondisi berhubungan dengan kekurangan
tentang kebutuhan dasar yang semestinya dipenuhi. Pengertian kemiskinan
seperti di atas memiliki konsep utama yaitu Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
Yang dimaksud KHM yakni suatu batas kebutuhan dasar yang dapat membuat
seseorang atau sekelompok orang hidup secara wajar/layak dalam kehidupan

sosial tertentu. KHM bersifat relatif, artinya berlaku secara spesifik di wilayah
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tertentu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat upah, harga dan

lain-lain.

Dilihat dari jenisnya, KHM menurut pandangan para ahli meliputi
beberapa hal yaitu : Makanan, Pakaian, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan,
Kebersihan, Transportasi serta  Partispasi masyarakat (Sumardi dan Evers,
1982:vi). Untuk mengukur KHM memang relatif sulit, salah'satu yang dipakai
dengan mengunakan tingkat pendapatan/penghasilan_seseorang atau sekelompok
orang sehingga kebutuhan hidup minimum dapaét terpenuhi dalam jangka waktu
tertentu (bulan) yang merupakan akumulasi‘penjymlahan dari beberapa kebutuhan
pokok seperti di atas sebagai berikut “*Vlakanan diukur 2 kali sehari per orang,
Pakaian diukur memilki 2 helai"baju‘per orang, Perumahan diukur memiliki luas
3 x 3 m2, Kesehatan diukur dapat berobat ke puskesmas ketika sakit, Pendidikan

diukur dapat mengenyam.pendidikan sampai SD

Aspekepéenting dari kemiskinan adalah ukuran dan indikator operasional
dari kemiskinan. Hingga saat ini telah banyak ahli atau lembaga mencoba
membuat ukuran dan indikator kemiskinan sesuai dengan kepentingan masing-
masing. Namun di Indonesia versi dominan yang banyak dirujuk adalah versi Biro
Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN). Sejak tahun 1976 misalnya, BPS menyusun ukuran dan indikator
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kemiskinan yang dibedakan antara wilayah perdesaan, perkotaan dan propinsi di

Indonesia.

Ukuran yang dipakai BPS, penduduk miskin ditentukan berdasarkan
pengeluaran atas kebutuhan pokok, yang terdiri dari bahan makanan maupun
bukan makanan yang dianggap “dasar“ dan diperlukan selama jangka waktu
tertentu agar dapat hidup secara layak. Dengan cara ini, maka kemiskinan diukur
sebagai tingkat konsumsi perkapita di bawah suatu standar yang disebut sebagai

garis kemiskinan.

Mereka yang berada di bawah garis, kemiskinan tersebut dikategorikan
sebagai miskin. Garis kemiskinan dihitung-dengan cara menjumlahkan (1). Biaya
untuk memperolah sejumlah makanan dengan kandungan 2.100 kalori perkapita
perhari dan (2) Biaya urituk mmeémperolah sejumlah bahan bukan makanan yang
dianggap “dasar” ‘seperti pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi dan

pendidikan.

Jika “dinominalkan secara rupiah, ukuran versi BPS tentang garis
kemiskinan pada tahun 1999 adalah Rp. 93.896/kapita/bulan untuk daerah
perkotaan dan Rp. 73.898/Kapita/bulan untuk daerah perdesaan. Sementara itu,
menurut vesi BKKBN ukuran kemiskinan dilihat dari keadaan keluarga beserta
kondisi riil yang dimilikinya. Mengenai ukuran kemiskinan versi BKKBN dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.1.  Ukuran Kemiskinan Versi BKKBN

VARIABEL KRITERIA MISKIN
Luas Lantai < 8 M2 per kapita
Jenis lantai Tanah
Air bersih Air Hujan/ Sumber tidak tertampung
Jamban Tidak punya
Asset Tidak punya
Lauk pauk Tidak punya/ Ada tidak bervariasi
Kegiatan sosial Tidak pernah
Membeli pakaian Tidak pernah

Sumber: Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di Kabupatel Sintang

Versi di atas memang sangat berguna untuk_rrremahami kemiskinan dan
selanjutnya merancang kebijakan penanggulanggan kemiskinan. Namun
pengukuran yang dipakai masih bersifat umum dan berlaku diseluruh wilayah
Indonesia. Oleh karenanya, dalamupaya lebih memahami kemiskinan lebih
akurat dan sesuai dengan kenteks wilayah tertentu dua versi ini dikembangkan
lebih lanjut sehingga lebih‘relevan dan realistis, dalam arti sesuai dengan kondisi

lokal yang ada.

Kaugimiskin dilihat sebagai manusia, yang juga bermartabat. Kerangka
kebijakan, yang dibutuhkan saat ini bukanlah kebijakan yang memihak mereka,
tetapi suatu kebijakn yang mendasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar
mereka, sebagai manusia warganegara yang bermartabat. Anda harus bedakan,
memposisikan manusia bermartabat (dipenuhi hak-hak dasarnya) tetapi sebagai
obyek kebijakan; dengan memposisikan manusia bermartabat sebagai subyek

kebijakan. Pernyataan kebijakan yang memihak (pro poor) jelas dipengaruhi
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idiologi charity, di mana kaum miskin diposisikan sebagai obyek. Perluasan
jargon “pro poor” ini hanyalah: partisipasi yang biasanya, ruang partisipasi kaum
miskin itu diambil alih oleh organisasi non pemerintah, dan pemerintah pun
biasanya cukup puas mendengar: “kami mewakili kaum miskin”. Memperhalus
dalam arti, perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan saat ini banyak
melibatkan unsur non-pemerintah, tetapi yang jelas tidak melibatkan kaum miskin
itu sendiri.

Perspektif hak ini sesungguhnya membeft” prinsip dasar dalam
penanggulangan kemiskinan di masa depan;, yakni pendekatan berbasis hak-hak
dasar kaum miskin dalam program dan_strategi penanggulangan kemiskinan. Ini
menjadi insiatif grand-strategy dari Suatu paradigma baru dalam penanggulangan
kemiskinan yang memiliki~"nilai dasar: penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin.

Telah  ‘merjadi pemahaman umum bahwa program dan strategi
penanggulangan -kemiskinan akan lebih berhasil maksimal jika melibatkan si
miskin itu sendiri sebagai bagian dari seluruh proses. Namun tekanan sistem dan
struktur yang dipelihara selama bertahun-tahun telah memaksa mereka kehilangan
kepercayaan akan diri dan potensi dirinya. Kapabilitasnya dihancurkan sehingga
mereka betul yakin bahwa mereka tiada hak dan berhak atas kehidupan yang lebih

baik.
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Memahami kemiskinan di suatu wilayah, ada sedikitnya dua faktor besar
dalam menentukan indikator kemiskinan, yaitu faktor kemiskinan penduduk
(aspek manusia) dan faktor kemiskinan wilayah (aspek lingkungan fisik).
Berdasarkan Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di Kabupaten
Sintang (2005:25) strategi penanggulangan kemiskinan harus mengandung
beberapa substansi sebagai berikut: (1) Penciptaan kapasitasfkekuatan sosial
masyarakat miskin sehingga akan tumbuh produktifitas ‘dan-kreatifitas mereka
mengatur diri sendiri termasuk dalam menyikapinkémiskinan, (2) Strategi
membuka peluang atau kesempatan bagi orang.miskin, (3) Strategi pemberdayan
dan pembinaan masyarakat miskin, (4)(Strategi melindungi masyarakat Miskin.

Untuk menciptakan kapasitasikekuatan sosial masyarakat miskin sehingga
akan tumbuh produktifitas darrkreatifitas mereka mengatur diri sendiri termasuk
dalam menyikapi kenfiskinan, maka sarana dasar yang harus dikembangkan yaitu:
Pertahanan ruanghhidup, Waktu Luang. Organisasi Sosial, Sarana dalam Pekerjaan
dan Lingkungan dan Sumber Keuangan.

Strategi membuka peluang atau kesempatan bagi orang miskin dengan
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin untuk berpartisipasi
sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan
iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,
termasuk penduduk miskin. Karena itu kebijakan dan Program yang memihak

orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil (misalnya : pertanian,
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perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama kepada sektor informal
yang menjadi tulang punggung masyarakat miskin.

Strategi pemberdayan dan pembinaan masyarakat miskin, karena
kemiskinan sifatnya multidimensi, maka penanganannya tidak cukup hanya
mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga memerlukan kebijakan dan
program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan., Kebijakan dalam
memberdayakan kelompok miskin harus diarahkan pada upaya-untuk memberikan
kelompok miskin akses terhadap lembaga lembaga“sosial, politik, dan hukum
yang menentukan kehidupan mereka. Agar miasyarakat miskin memiliki akses
yang seluas luasnya terhadap berbagaidembaga di atas maka diperlukan Pertama;
adanya tata pemerintahan yang<baikK (good governance) dari lembaga lembaga
pemerintah, terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum dan pelayanan
umum lainnya, kedud; harus ada keterbukaan, pertanggungjawaban publik, dan
penegakan huktm,~serta partisipasi luas kelompok miskin dalam proses
pengambilan‘keputusan.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam tata pemerintahan agar
upaya penanggulangan kemiskinan berjalan baik, yaitu : penghapusan birokrasi
yang memakan waktu dan biaya, penghapusan korupsi, terutama korupsi dana
penanggulangan kemiskinan, dan adanya koordinasi lintas lembaga dan pelaku.
Sedangkan upaya pembinaan masyarakat miskin mencakup pembinaan manusia,

usaha dan lingkungan diarahkan dapat mencapai kesejahteraan yang layak,
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mengembangkan sikap mandiri dengan semangat yang tinggi untuk membangun
kelurganya, menumbuhkan prilaku ekonomi keluarga yang mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan Rencana Tindak Penanganan Kantong Kemiskinan Di
Kabupaten Sintang (2005) Strategi melindungi masyarakat Miskin terhadap dua
hal yakni goncangan internal seperti kepala keluarga meninggal,’jatuh sakit, kena
PHK dan sebagainya maupun goncangan eksternal \misalnya kehilangan
pekerjaan, bencana alam, konflik sosial sehingga“tidak memiliki ketahanan atau
jaminan dalam menghadapi goncangan goricangan tersebut. Oleh karena itu
sangat penting melindungi masyarakat miskin dari dua hal itu melalui upaya
mengurangi  sumber-sumber resik@ ~goncangan, meningkatkan kemampuan
kelompok miskin untuk ‘rengatasi goncangan dan menciptakan sistem
perlindungan sosial ydng efektif.

Program “Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin
(Jamkesmas)\mefupakan bagian dari pelayanan publik yang disediakan oleh
organisasi pemerintah. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Miskin (Jamkesmas) merupakan proses lebih lanjut dari kebijakan Pelayanan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin pemerintah, yaitu
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/X1/2004. Atau dengan kata

lain Pelayanan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
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merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1241/Menkes/X1/2004.

4. Faktor-Faktor Yang Menghambat Akses Masyarakat Dalam
Memperoleh Pelayanan Jaminan Pemeliharaan K esehatan M asyar akat

Menurut Stoner (dalam Kadarmo, Suganda dan Supono, 2001:13)
“bahwa kunci pelaksanaan kegiatan yang efektif adalah komunikasi”. Pelaksanaan
konsultasi merupakan salah satu cara untuk membangun komurfiikasi yang efektif.
Semakin besar ketidakpastian akan tugas-tugas ydng harus dilaksanakan, akan
semakin besar kebutuhan akan konsultasi.

Suatu kebijakan negara akan- menjadi efektif bila dilaksanakan dan
mempunyai dampak positif bagi anggeta<anggota masyarakat. Dengan kata lain,
tindakan atau perbuatan marusia, yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian
dengan apa yang diingirnkaroieh pemerintah atau negara. Dengan demikian, jika
mereka tidak berbuat aidu bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah/negara
itu maka &ehijakan negara menjadi tidak efektif. Demikian pula dalam
implementast” Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin.
Menurut Anderson (dalam Wahab 2000:114) sebab-sebab anggota masyarakat
melaksanakan suatu kebijakan yaitu:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan

badan—badan pemerintah
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
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3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional
dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang
telah ditetapkan

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-
kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga
masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Menurut Soenarko (2000:186-187) faktor-faktor yang dapat mendukung

keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:

=

Persetujuan, Dukungan Dan Kepercayaan Masyarakat

2. Isi Dan Tujuan Kebijakan Haruslah Dimengerti ‘Secara Jelas Terlebih
Dahulu

3. Pelaksanaan Haruslah Mempunyai Cukup-ipfornasi, Terutama Mengenai

Kondisi Dan Kesadaran Masyarakat Yarng Menjadi Kelompok Sasaran

Pembagian Pekerjaan Yang Efektif DalainPelaksanaan

Pembagian Kekuasaan Dan Wewenarig Yang Rasional Dalam Pelaksanaan

Kebijakan

6. Pemberian Tugas-Tugas Dan_<Kewajiban-Kewajiban Yang Memadai

Dalam Pelaksanaan Kebijdkan

ok

Berdasarkan pendapat~tersebut, faktor-faktor yang dapat mendukung
keberhasilan pelaksagaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Miskin antara .Jain “adalah: tanggapan positif masyarakat terhadap keputusan-
keputusan, yang~ dilakukan oleh pemerintah serta adanya kesadaran untuk
menerima kebijakan. Selain itu, isi dan tujuan kebijakan dimengerti secara jelas,
adanya informasi yang jelas mengenai kondisi masyarakat yang menjadi
kelompok sasaran (penduduk miskin), serta adanya pembagian pekerjaan yang
efektif dalam pelaksanaan.

Secara eksternal, Blair (dalam Wahab, 2000:166) mengemukakan

kebijakan publik amat tergantung pada tujuh faktor utama, yaitu:
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1. Berkaitan dengan kondisi demografis yang meliputi jenis penduduk,
usia, pekerjaan dan komposisinya;

2. Kondisi geologis, yaitu menyangkut struktur alam dan lingkungan
dimana masyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau
tinggal,

3. Nilai-nilai kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat
setempat;

4. Konfigurasi politik lokal, yaitu pertimbangan atas keberadaan
kelompok-kelompok formal maupun non formal yang berhubungan
dengan pembuatan kebijakan publik;

5. Sumber daya ekonomi, yaitu adanya resources‘\yang mendukung
pendanaan atas diberlakukannya sebuah kebijakan;

6. Kepentingan elit, menyangkut bukan saja elit nasional, tetapi juga elit
lokal. Sebuah kebijakan yang tidak memipertitabangkan kepentingan
elit lokal akan dengan cepat tertolak,karena dalam setiap kelompok
masyarakat terdapat kepatuhan sekelovapok masyarakat terhadap elit
lokal;

7. Rekrutmen, menyangkut rekrutmen €lit termasuk aparat pemerintah
daerah, aparat birokrasi. Utdmanya menyangkut mekanisme rekrutmen
yang dapat dipertanggung”’” jawabkan (integritas, kapabilitas,
akseptabilitas, kredibjlitas'dan akuntabilitas).

Selanjutnya menurut“Grindle (dalam Wahab, 2000:127) menyebutkan,
proses pelaksanaan kebjjakan yang efektif hanya dapat dimulai apabila: “ Tujuan-
tujuan dan sasaran-Sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; Program-
program aksiztelah dirancang dan; Sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut”. Sehubungan dengan
pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Miskin pada Puskesmas dan Rumah Sakit Sintang dapat
berjalan secara efektif dapat dilakukan apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang semula Dbersifat umum telah diperinci;  program-program aksi telah

dirancang dan; sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan
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tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Sedangkan Hogwood dan Gunn (dalam
Wahab, 2000:230-244) mengemukakan bahwa untuk melaksanakan kebijakan
secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana
tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang

cukup memadai;

Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benartersedia;

4. Kebijakan yang akan dipelaksanaankan didasari lelefsuatu hubungan
kausalitas yang handal,

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung ddn.-hariya sedikit mata rantai

penghubungnya;

Hubungan saling ketergantungan harus€ecH;

Pemahaman yang mendalam dankesépakatan terhadap tujuan;

Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

Komunikasi dan koordinasiang sempurna;

0. Pihak-pihak yang memiliki, wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan ydng'sempurna.

w

e R

Anderson (dalam “Wahab™ 2000:76) mengemukakan faktor-faktor yang
menjadi penyebab arQggota rmasyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu
kebijakan publik'yaitu:

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat
bebergpa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan publik yang
bersifat kurang mengikat individu-individu.

2. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau pekumpulan,
dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai
dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.

3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para
anggota masyarakat, yang cenderung bertindak dengan menipu atau
melawan hukum.

4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan
yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi
sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.
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5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut
bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau
kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sedangkan Soenarko (2000:185) mengemukakan bahwa, pelaksanaan
kebijakan itu dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan antara lain:

1. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus
dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut

Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif

Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana
mestinya

Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar

Ketidakpastian faktor intern dan atau faktorekstern

Kebijakan yang ditetapkan itu mengandungbanyak lubang

Dalam pelaksanaan kurang memperhatikap‘masalah teknis

Adanya kekurangan akan tersedianya, sumber-sumber pembantu (waktu,
uang dan sumber daya manusia).

wmn

N OA

Dari pendapat tersebut/dapat-disimpulkan bahwa untuk melaksanakan
Pelayanan Program Jaminah-Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin pada
Puskesmas dan Rumahr Sakit Sintang secara sempurna diperlukan beberapa
persyaratan antara Iain sebagai berikut, kondisi eksternal yang dihadapi oleh
badan atau Instarisi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang
serius; untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai; perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
kebijakan yang akan dipelaksanaankan didasari oleh suatu hubungan kausalitas
yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya; hubungan saling ketergantungan harus kecil; pemahaman yang

mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan
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ditempatkan dalam urutan yang tepat; serta komunikasi dan koordinasi yang
sempurna.

Menurut Purwanto dan Kusrini (1997:78), selain memiliki kesamaan,
pelayanan publik memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari pelayanan
oleh swasta, yaitu :

1. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan‘\barang tak nyata.
Sebagai contoh : perijinan, sertifikat, jaringan komunikasi, informasi,
peraturan, keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi, infrastruktur,
kredit lapangan kerja, santunan, dan sebagainya

2. Selalu terkait dengan pelayanan-pelayanariylain;dan membentuk sebuah
jalinan sistem pelayanan yang berskala régional, atau bahkan nasional.
Peta semacam ini menuntut manajer/pelaydrian untuk mampu berpikir dan
bertindak koordinatif menurut kaidah=katdah kesisteman dalam mengelola
sistem pelayanannya.

3. Pelanggan internal cukup menanjal; sebagai akibat dan tatanan organisasi
pemerintah yang cenderung ‘Dirokratis. Dalam dunia pelayanan berlaku
prinsip: utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal.
Namun peta situasi nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan
sering memojokKan. petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan
internal. Inilak’ tantangan nyata bagi para manajer pelayanan di kalangan
lembaga-lembaga’pemerintah, menemukan keseimbangan yang optimum
antara pefanggan eksternal dan internal.

4. Efisiensi->dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan
peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi
masyarakat semakin percaya masyarakat kepada pemerintah, dan akan
semakin tinggi peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan. Hal ini
akan menyebabkan konstribusi dana dan tenaga dari masyarakat menjadi
semakin besar, dan daya ungkit pelayanan terhadap perbaikan taraf hidup
masyarakat akan semakin nyata.

5. Masyarakat secara keseluruhan diperlukan sebagai pelanggan tak
langsung, yang sangat berpengaruh pada upaya-upaya pengembangan
pelayanan. Desakan untuk memperbaiki pelayanan polisi bukan dilakukan
oleh hanya pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan
keamanan), tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Tujuan akhir adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang
berdaya untuk mengurus persoalannya sendiri.
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Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada para
pelanggannya, beberapa organisasi berani menyatakan janji pelayanan. Janji ini
berupa sebuah pernyataan yang ekplisit mengenai spesifikasi layanan yang pasti
akan diperoleh oleh para pelanggannya, dan janji mengenai apa yang akan
dilakukan organisasi jika spesifikasi tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi.
Standar pelayanan berbentuk suatu dokumentasi berisi rincian‘teknis dari sebuah
pelayanan. Rincian yang biasanya tercantum dalam, dokumen ini mencakup
pernyataan visi dan misi pelayanan, prosedur peiayandn, denah alur pelanggan,
ketentuan tarif, prasyarat pelayanan, klasifikasi{pejanggan, jenis layanan, jaminan
mutu, dan janji pelayanan.Menurut Purwanto dan Kusrini (1997:78), manfaat
standar pelayanan ada dua. ‘‘Rertdma, merupakan jaminan mutu bagi para
pelanggan. Dari standar pelayanan’ini pelanggan dapat mengetahui apa saja yang
dapat diharapkan dari” sebuah pelayanan, pelanggan setiap kali dapat menggugat
lembaga pelayanan™jika ternyata apa yang mereka peroleh kurang dari yang
dicantumkan‘daiam standar pelayanan. Kedua, merupakan ukuran baku mutu yang
harus ditampilkan oleh para petugas pelayanan”.

Kata mutu mengacu pada tingkatan baik tidaknya, atau berharga tidaknya
sesuatu. Oleh karena itu, kata mutu pelayanan mengacu pada tingkatan baik
tidaknya sebuah pelayanan. Namun ukuran bagi baik tidaknya sebuah pelayanan

tidak mudah untuk disepakati, karena setiap jenis pelayanan memilki ciri-ciri khas
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masing-masing, berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang khusus, dan
digunakan dalam lingkungan pelayanan yang saling berbeda.
Menurut Purwanto dan Kusrini (1997:78), “pelayanan yang bermutu tinggi
mampu mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan prima, yaitu: (1) mengutamakan
pelanggan, (2) sistem yang efektif, (3) melayani dengan hati nurani, (4) perbaikan
berkelanjutan, dan (5) memberdayakan pelanggan”. Bentukibentuk pelayanan
oleh pemerintah kepada masyarakat berjumlah ribuan.darisecara teknis berbeda
satu sama lainnya. Dari sekian ribu ini yang sudah dapatdinilai sebagai pelayanan
prima masih belum banyak. Sebuah pelayanad dinilai sebagai pelayanan prima
jika disain dan prosedurnya mematuhi-heberapa prinsip, yaitu mengutamakan
pelanggan, merupakan sistem <yang ~efektif, melayani dengan hati nurani,
melakukan perbaikan yang berkglanjutan dan memberdayakan pelanggan.
Berdasarkan Juraian” di atas, dalam Keputusan Menkes Nomor
1241/Menkes/SK{X1/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Penugasan PT
Askes (Persero)” dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin dinyatakan prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan
bagi peserta, sebagai berikut:
a. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke
Puskesmas dan jaringannya.

b. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukan
kartu Askeskin. Dalam masa transisi, peserta masih dapat
menggunakan SKTM/kartu sehat/kartu SLT/kartu Gakin.

c. Apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka
peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan
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kesehatan rujukan dengan disertai rujukan dan identitas miskin
sebagimana dimaksud dalam butir ke 2 (dua) yang ditunjukan sejak
awal mulai berobat.

d. Pelayanan rujukan sebagimana butir ke-3 (tiga ) diatas meliputi:

a. Pelayanan rawat jalan spesialistik di Puskesmas yang memiliki
spesialistik.

b. Pelayanan rawat inap/persalinan di Puskesmas

c. Pelayanan rawat inap kelas 111 di rumah sakit.

e. Pada Kasus Dawat Darurat, peserta wajib menunjukan identitas miskin
dalam waktu 3 X 24 jam hari kerja. Pada kondisi dimana pasien gawat
darurat tersebut tidak mampu menunjukan identjtas miskin termasuk
SKTM maka menjadi kewenangan Direktur, RS..atal pejabat yang
ditunjuk Direktur RS untuk menetapkan status miskin.

Banyak faktor yang mempengaruhi suatworganisasi. Dan sebagian faktor
tersebut berubah secara kontinyu. Menurut Mandoko (2000:318) faktor-faktor ini
yang menimbulkan atau menyebabkan perubghan, berasal baik dari luar maupun
dari dalam organisasi”. Dalam jéelaksanaan suatu kebijakan, faktor yang berasal
dari dalam organisasi menurut Williams (dalam Wahab, 2000:61) “sedikit
banyaknya akan tergdnturig-pada apa yang oleh disebut sebagai implementation
capacity dari organiSasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk
mengemban twgas melaksanakan kebijakan tersebut”. Menurut Williams (dalam
Wahab, 2000:61) Implementation capacity tidak lain adalah “kemampuan suatu
organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision)
sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai”.

Berdasarkan pendapat tersebut secara internal, faktor yang

mempengaruhi penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
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Masyarakat Miskin adalah bersumber dari dalam organisasi pelaksana. Menurut

Sutopo (2001:40) “organisasi dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: (1) aspek struktur

organisasi, dan (2) aspek proses perilaku”.

Selanjutnya dikatakan oleh Sutopo (2001:42) unsur-unsur dalam struktur

organisasi terdiri atas: “(1) spesialisasi kegiatan-kegiatan; (2) standarisasi

kegiatan-kegiatan; (3) koordinasi kegiatan-kegiatan; dan(4)7sentralisasi dan

sentralisasi”. Sedangkan aspek proses perilaku menurut Sutopo (2001:40) adalah;

“(1) komunikasi; (2) pembuatan keputusan; (3) mativasi‘dan (4) kepemimpinan”.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penglitian ini dapat dijelaskan dalam gambar

sebagai berikut:

ImplementasiKebijakan pelayanan kesehatan dasar

Bersubsidi di Kabupaten Sintang

v
Pelaksana:
Puskesmas Binjai Hulu
v ? A 4
pelaksanaan pelayanan | Akses dalam memperoleh
kesehatan dasar l pelayanan kesehatan dasar
ber subsidi: DE— ————— > ber subsidi:
Prosedur pelayanan Kemudahan

Ketepatan Kepesertaan
Tingkat pemanfaatan

Faktor - faktor

Ketepatan pelayanan

penghambat:
Sosialisasi kebijakan
Sarana dan prasarana
Anggaran
Perilaku petugas
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C. Defenisi Konsep Dan Operasional

1. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang
merupakan pusat pengembangan, pembinaan dan pelayanan kesehatan
masyarakat yang sekaligus merupakan pos terdepan dalam pembangunan
kesehatan masyarakat. Secara teknisnya memberikan pelayanan yang meliputi
pelayanan  kuratif  (pengobatan), prepentif (pencegahan), promotif
(peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan” kesehatan) yang
ditujukan kepada semua penduduk yang berada di-wilayah kerja puskesmas.
Sedangkan secara administrasinya puskesmas melaksanakan perencanaan
program dan membuat laporan dari-hasi kegiatan yang telah dilaksanakan
kepada Dinas Kesehatan sebag@ai induk organisasi puskesmas

2. Pelayanan kesehatan dasar) adalah program puskesmas yang dilaksanakan
dalam kegiatan sebagai berikut: Imunisasi, Pemeriksaan ANC dan pemberian
imunisasi T.I\tabtet Fe dan rujukan kasus dengan resiko tinggi, Pengobatan
TB Paru), Pengobatan Malaria, Pengobatan Pneumonia/ Infeksi Saluran
Pernafasan Atas dan Diare pada Balita, Pemberantasan vector/ nyamuk
malaria dan DHF, Penyuluhan kesehatan, Pelayanan Keluarga Berencana,
Usaha Kesehatan Sekolah termasuk pengobatan cacing serta Usaha Perbaikan

gizi.
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BAB |11

METODOLOGI PENELITIAN

A. JenisPenelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.
Penelitian Deskriptif dimaksudkan dengan menggambarkan/melukiskan
keadaan subyek/obyek Penelitian (seseorang, lembaga; masyarakat dan lain-
lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakia yang tampak atau
sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif{ méifakukan analisis hanya sampai
pada taraf deskripsi, yaitu meriganalisis dan menyajikan fakta secara
sistematik sehingga dapat lébih{ mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
Dengan menggunakan ‘raricangan penelitian deskriptif diharapkan dapat
menjelaskan mengenai fmplementasi Kebijakan pelayanan kesehatan dasar

bersubsidi di‘Ruskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

B. SubjekPenelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah para pelaku implementasi
kebijakan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu
Kabupaten Sintang yang dalam hal ini adalah lembaga teknis terkait yaitu
sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
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2. Kepala Puskesmas Binjai Hulu

3. Pegawai pada Puskesmas Binjai Hulu

4. Warga masyarakat peserta pelayanan kesehatan dasar bersubsidi.
Penentuan jumlah masyarakat peserta pelayanan kesehatan dasar
bersubsidi dilakukan secara purposif (purposive sampling). Menurut
(Arikunto, 1998:117) purposive sampling adalah ‘“‘pengambilan sampel
yang dilakukan dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan”.
Pertimbangan tersebut misalnya berdasarkansaspek wilayah/kecamatan.
Pertimbangan lainnya adalah bersediadmémberikan informasi atau data

yang diperlukan dalam penelitigh,snudah ditemui dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data
Suatu penélitian’“memerlukan adanya teknik penelitian guna
mengumpulkan danvfriemperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Teknik observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, saat melakukan penelitian.
Teknik observasi ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki
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2. Wawancara mendalam, yaitu melakukan tanya jawab melalui tatap muka
secara langsung dengan informan dan informan kunci yaitu Kepala Dinas
Kesehatan, Kepala Puskesmas Binjai Hulu, dan pegawai puskesmas.

3. Teknik studi dokumenter yaitu pengumpulan data melalui dokumen yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperlukan
melalui teknik ini adalah pengumpulan beberapa , catatan-catatan atau
laporan-laporan yang berhubungan dengan . implementasi kebijakan
pelayanan kesehatan dasar bersubsidi di Puskesgas Binjai Hulu Kabupaten

Sintang.

D. Alat Pengumpulan Data
Dari teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan di atas, maka
alat pengumpul dataang. dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman obServdsi yaitu berupa Daftar Checklist untuk menjaring data
tentang--situasi dan kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan
Progrgm Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin pada
Puskesmas Binjai Hulu. Daftar ini untuk melengkapi sikap, tanggapan dan
kesulitan- kesulitan informan dalam menanggapi atau memahami
pertanyaan yang diberikan oleh peneliti

2. Pedoman wawancara, yaitu susunan pertanyaan yang langsung ditanyakan

kepada informan kunci.Sejumlah pertanyaan terbuka dicantumkan dalam
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media ini untuk menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan
wawancara mendalam. Pertanyaan tersebut dapat saja berkembang sesuai
dengan kondisi di lapangan.

3. Dokumen, vyaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang,
peraturan-peraturan, Perda dan sebagainya yang sesuai dengan ruang

lingkup penelitian

E. AnalisisData

Setelah keseluruhan data yang “diperlukan terkumpul maka
pengolahan data dalam penelitian ini “menggunakan teknik analisis data
kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dérigan teknik analisis kualitatif deskriptif
dalam penelitian ini yaitts data” yang telah terkumpul dituangkan dalam
pernyataan-pernyataan, .kdlimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan dan pada
akhirnya dianalisisv/sesuai dengan keperluan yang ada di dalam tujuan
penelitians-Seteldh itu, pada gilirannya akan ditarik kesimpulan sebagai akhir

dari anatisis data.

F. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Puskesmas yang ada di kecamatan
Sintang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah:
1. Alasan praktis adalah Puskesmas yang ada di Kecamatan Sintang

merupakan tolak ukur bagi Puskesmas-puskesmas lainnya di Kabupaten
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Sintang untuk melaksanakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Miskin di Kecamatan Sintang.

2. Alasan metodologis adalah, adanya permasalahan dalam Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Sintang serta

tersedianya data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

1. Akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bersubsidi di
Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang masih belum optimal.
Pendistribusian  kartu, jumlah cakupan rawat, jalan " tingkat pertama,
pemanfaatan (utilisasi) pelayanan kesehatan “wmiasyarakat miskin serta
Pelayanan Kesehatan Rujukan Rawat “Jalan belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan dengan baik. Sistem distribusi obat dari kabupaten ke puskesmas
sampai ke polindes dan ,Puskesmhas Pembantu, sering terlambat serta
lambatnya petugas puskesiias‘dalam melayani pasien yaitu jam buka kantor
pukul 08.00 WIBdan pulang kantor pukul 13.00 WIB

2. Faktor-faktars, yahg menghambat akses masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan dasar bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten
Sintang berupa sosialisasi belum semuanya dapat menjangkau seluruh Desa
yang ada, serta sebagian besar masyarakat penerima program menyatakan
penyuluhan/sosialisasi mengenai kebijakan pelayanan kesehatan dasar
bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang jarang dilakukan.
Prosedur penerimaan pasien. Pelayanan maskin mupun pasien umum yang

membayar diperlakukan sama oleh petugas loket. Sikap Dan Perilaku Petugas
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cukup mendukung Akses Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Sintang.

B. Saran

1. Akses Masyarakat Dalam Memperoleh pelayanan kesehatan dasar bersubsidi
di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang masih perlu ditingkatkan dengan
lebih proaktif dalam menangani keluarga miskin dalam pembiayaan kesehatan
dan tidak bersifat pasif. Pelayanan kesehatan keluarga miskin juga tetap
berorentasi pelayanan yang berkualitas sehinga upaya‘kendali mutu harus terus
dilakukan.

2. Sosialisasi pelayanan kesehatan dasar, befsubsidi di Puskesmas Binjai Hulu
Kabupaten Sintang masih perlu ‘ditingkatkan. Diharapkan berorentasi pada
mutu pelayanan dan mentju-pelayanan komprehensif (Promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif) serta dokter ditempatkan di Puskesmas untuk
melayani. Peru adanya kebijakan pembiayaan maskin oleh pemda Kabupaten
Sintang untuk mendukung pembiayaan kesehatan bagi maskin yang belum
mendapatkan kartu

3. Sistem dan prosedur pelayanan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi di
Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang diharapkan dapat dipermudah dan
tidak berbelit — belit sehingga akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan
tersebut semakin meningkat. Peningkatan sistem distribusi obat dari kabupaten

ke puskesmas sampai ke polindes dan Puskesmas Pembantu, agar tidak
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terputus dan dapat berkesinambungan sehingga tetap terjaganya persediaan
obat yang dibutuhkan di Puskesmas Pembantu dan polindes serta distribusi
obat mengacu pada 10 (sepuluh) besar kunjungan penyakit pada wilayah
tersebut

4. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar
bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang, giharapkan tidak
bersikap diskriminatif dengan pasien lainnya. Petugas diharapkan dapat lebih

ramah dan lebih sabar dalam menangani pasiea miskin tersebut.
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PEDOMAN WAWANCARA
(Ditujukan K epada Petugas)

1. Apakah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan konsultasi mengenai Penetapan sasaran
program?.

2. Apakah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan konsultasi mengenai Pencairan,
penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan?

3. Apakah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan konsultasi mengenai Keterbukaan yang
bertanggungjawab atas seluruh proses pelaksanaan program.?

4. Apakah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar | Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan konsultasi mengendi Keikutsertaan
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program?

5. Apakah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatary Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan kensdltasi mengenai Pencapaian
keberhasilan program?

6. Apakah dalam pelaksanaan Pelayanan ,Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan“korisultasi melalui Pertemuan dengan
pelaksana pelayanan dan pihak terkait?

7. Apakah dalam pelaksanaan Pelaydran ~Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah,melakukan konsultasi melalui Pengelolaan dan
analisis laporan?

8. Apakah dalam pelaksanadn_‘Relayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan konsultasi melalui Observasi lapangan
dan supervisi.

9. Apakah dalam pélaKsandaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai \Hulu pernah melakukan konsultasi mengenai pengaduan
masyarakat?

10. Apakah dalarm pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pihak
Puskesmas Binjai Hulu pernah melakukan konsultasi mengenai pengawasan
pelaksanaariPelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi?

11. Apakah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah ada Forum
Penyelesaian Pengaduan di Tingkat Desa?

12. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah ada
pembagian kerja yang jelas antara unit kerja terkait?

13. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
tercipta suasana persaudaraan dan semangat kerjasama yang benar antara para
petugas?

14. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah ada
koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan,
pembimbingan dan pengendalian?
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15. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
digunakan cara-cara pengkoordinasian yang tepat?

16. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
dibentuk panitia gabungan antara unit kerja terkait?

17. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pernah
dilakukan pertemuan berkala untuk pejabat -pejabat tertentu?

18. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
dibentuk badan - badan koordinasi staf antara unit kerja terkait?

19. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
tersedia buku pedoman antara unit kerja terkait?

20. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) teknik  koordinasi apa yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi?

21. Apakah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah ada
pembagian kerja yang jelas antara unit kerja terkait?

22. Apakah setiap kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Dasar Bersubsidi selalu dibuat laporannya?

23. Apakah proses pembuatan laporan pelaksanaan “Pelayanan Kesehatan Dasar
Bersubsidi telah dilakukan melalui langkah ldentifikasi*masalah?

24. Apakah proses pembuatan laporan pelaksanaan. Pelayanan Kesehatan Dasar
Bersubsidi telah dilakukan melalui langkah®engumpulan dan analisis data?

25. Apakah laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi selalu
disampaikan secara benar, obyektif, dan.aapat dibuktikan?

26. Apakah laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi selalu
disampaikan secara jelas dan cerfat?

27. Apakah laporan pelaksanaars, Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi selalu
disampaikan secara tepat?

28. Apakah laporan pelal¢sahadn” Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi selalu
disampaikan secara léngkap?

29. Apakah laporan pelakSanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi selalu
disampaikan seeara-tegas dan konsisten ?

30. Apakah laperdn “pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi selalu
disampaikan,tepat waktu ?

31. Apakah “dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
dilaksanakan pendelegasian ?

32. Apakah dalam pendelegasian Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan?

33. Apakah dalam pendelegasian Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas?

34. Apakah dalam pendelegasian Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
menimbulkan kewajiban atau tanggungjawab?

35. Apakah dalam pendelegasian Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
dilaksanakan menurut Prinsip Skalar (dalam proses pendelegasian harus ada garis
wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkat organisasi yang
paling atas ketingkatan paling bawah)?.
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36. Apakah dalam pendelegasian Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
dilaksanakan menurut Prinsip Kesatuan Perintah (setiap bawahan dalam organisasi
seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan)?.

37. Apakah dalam pendelegasian Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi telah
dilaksanakan menurut Prinsip tanggungjawab, wewenang dan akuntabilitas?

38. Bagaimanakah tingkat pemanfaatan jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
(RJTL) melalui Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai
Hulu?

39. Bagaimanakah tingkat pemanfaatan jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan
(RITL) melalui Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai
Hulu?

40. Bagaimanakah tingkat pemanfaatan jenis pelayanan Pelayanan gawat darurat
(emergency) termasuk pelayanan ambulan atau transport pasien untuk rujukan
gawat darurat melalui Pelayanan Kesehatan Dasar Bersulisidi pada Puskesmas
Binjai Hulu?

41. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu
pernah terdapat pasien yang mengajukan Pelayarian~yang tidak sesuai dengan
prosedur dan ketentuan?

42. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi’'pada Puskesmas Binjai Hulu
pernah terdapat pasien yang mengajukan Pefayandn untuk Bahan, alat dan tindakan
yang bertujuan untuk kosmetika?

43. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Diasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu
pernah terdapat pasien yang mengajiikan-Pelayanan untuk General check up?

44. Apakah dalam Pelayanan Kesehéatan'Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu
pernah terdapat pasien yang. mengajukan untuk Prostesis, gigi tiruan, alat bantu
dengar, alat bantu gerak (tefmaSuk kursi roda, tongkat penyangga dan korset)?

45. Apakah dalam Pelayanan KeSehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu
pernah terdapat pasigh yang mengajukan Pelayanan Penunjang diagnostik canggih,
kecuali untuk life saving”?

46. Apakah dalam Relayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu
pernah terdapat\pasien yang mengajukan Pelayanan Pengobatan alternatif (antara
lain akupunktur, pengobatan tradisional)?

47. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu
pernah terdapat pasien yang mengajukan Pelayanan rangkaian pemeriksaan,
pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termauk bayi tabung
dan pengobatan impotensi?

48. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi dana pelayanan kesehatan
langsung telah digunakan sebesar 90%?

49. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi Penerbitan dan distribusi
kartu peserta 100% dari peserta terdaftar?

50. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi Angka utilisasi minimal rata-
rata 15%?

51. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi Tingkat kepuasan konsumen
minimal 70%?
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52. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi Cakupan pemeriksaan
kehamilan 90%?

53. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi cakupan pelayanan
persalinan 80%?

54. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi cakupan pelayanan nifas
90%?

55. Apakah dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi cakupan perawatan bayi baru
lahir 90% oleh petugas kesehatan?

56. Apakah ada tidaknya spesialisasi kegiatan-kegiatan berpengaruh terhadap
Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

57. Apakah ada tidaknya standarisasi kegiatan-kegiatan berpengaruh terhadap
Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

58. Apakah ada tidaknya koordinasi kegiatan-kegiatan berpengaruhgterhadap Pelayanan
Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

59. Apakah ada tidaknya pendelegasian kegiatan berpengatufl terhadap Pelayanan
Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

60. Apakah ada tidaknya komunikasi berpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar
Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

61. Apakah proses pembuatan keputusan berpengaruriterhadap Pelayanan Kesehatan
Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hufu?

62. Apakah motivasi petugas berpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar
Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

63. Apakah jumlah dan kualitas petugas,befpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan
Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

64. Apakah faktor kepemimpinansberpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar
Bersubsidi pada Puskesmas'BifijarHulu?

65. Apakah kecukupan dafa/anggaran berpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan
Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

66. Faktor-faktor apa sajawarng menjadi pendukung Implementasi Pelayanan Kesehatan
Dasar Bersubsidi padaPuskesmas Binjai Hulu?

67. Apakah kondisiv demografis yang meliputi jenis penduduk, usia, pekerjaan dan
komposisinyasdi”Kabupaten Sintang berpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan
Dasar Bersubisidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

68. Apakah kondisi geologis, yaitu menyangkut struktur alam dan lingkungan dimana
masyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau tinggal di Kabupaten
Sintang berpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada
Puskesmas Binjai Hulu?

69. Apakah nilai-nilai kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat setempat
di Kabupaten Sintang berpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi
pada Puskesmas Binjai Hulu?

70. Apakah partisipasi masyarakat setempat di Kabupaten Sintang berpengaruh
terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?

71. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Pelayanan
Kesehatan Dasar Bersubsidi pada Puskesmas Binjai Hulu?
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PEDOMAN WAWANCARA
(Ditujukan K epada Warga M asyar akat)

1. Darimanakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui informasi mengenai keberadaan
Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi?

2. Sepengetahuan Bapak/lbu/Sdr(i) apakah pihak Puskesmas Binjai Hulu pernah
melaksanakan penyuluhan/sosialisasi mengenai kebijakan Pelayanan Kesehatan
Dasar Bersubsidi?

3. Materi apa saja yang disampaikan dalam penyuluhan/sosialisasi mengenai
kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi?

4. Apakah masyarakat dapat memahami/mengerti penjelasan-penjelasan yang
diberikan dalam pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi Pelayanan Kesehatan Dasar
Bersubsidi diimplementasikan tersebut?

5. Bagaimanakah metode penyampaian yang dilakukan dalam
penyuluhan/sosialisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi?

6. Media apa saja yang dipergunakan~dalam” penyuluhan/sosialisasi Pelayanan
Kesehatan Dasar Bersubsidi diimplementasikan tersebut?

7. Menurut Ibu/Sdr(i) bagaimanakah AkSes Dalam Memperoleh Pelayanan Untuk
Ibu Hamil pada Puskesmas Binjai Hulu?

No Jenis Pelayafian Akses Masyarakat
Mudah Sulit
1 Penimbangan Berat
Badan
2 Pemberian Tablet Besi
3 Pengukuran  Tekanan
Darah
4 Pemberian  Imunisasi
Tetanus Toksoid.
5 Pemeriksaan  Tinggi
Fundus/Usia
Kehamilan.
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8. Menurut Ibu/Sdr(i) bagaimanakah Akses Dalam Memperoleh Pelayanan
Untuk Ibu Nifas dan Menyusui pada Puskesmas Binjai Hulu?

No Jenis Pelayanan Akses Masyarakat
Mudah Sulit

1 Penyuluhan Kesehatan,
KB, ASI, dan Gizi, lbu
Nifas, Perawatan
Kebersihan Jalan Lahir
(Vagina).

2 Pemberian Vitamin A
dan Tablet Besi.
Perawatan Payudara.
Senam Ibu Nifas.

5 Pemeriksaan
Kesehatan Umum

w

o

6 Pemeriksaan Payudara

7 Pemeriksaan  Tinggi
Fundus

8 Pemeriksaan Lochia.

9.  Menurut Ibu/Sdr(i) bagaimanakah”Akses Dalam Memperoleh Pelayanan
Untuk Bayi dan Anak Balita’pada Puskesmas Binjai Hulu?

No Jenis Pelayanan Akses Masyarakat
Mudah Sulit
1 Penimbangan Berat
Badan.
2 Penentuan Status
Pertumbuhan.
3 Penyuluhan.
4 Pemeriksaan
Kesehatan
5 Imunisasi
6 Deteksi Dini Tumbuh
Kembang.
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10. Menurut lbu/Sdr(i) bagaimanakah Akses Dalam Memperoleh Pelayanan
Keluarga Berencana (KB) pada Puskesmas Binjai Hulu?

No Jenis Pelayanan Akses Masyarakat
Mudah Sulit
1 Pemberian Kondom
2 Pemberian Pil
Ulangan.
3 Suntikan KB
4 Konseling KB.
5 Pemasangan IUD.

11.  Menurut Ibu/Sdr(i) bagaimanakah Akses DalamdVempéroleh Pelayanan
Imunisasi pada Puskesmas Binjai Hulu?

No Jenis Pelayanan Akses Masyarakat
Mudah Sulit
1 Polio
2 Campak
3 DPT
4 BCG

12. Menurut Ibu/Sde(1) bagaimanakah Akses Dalam Memperoleh Pelayanan
Gizi pada Puskesmas Binjai Hulu?

No Jenis Pelayanan Akses Masyarakat
Mudah Sulit
1 Penimbangan Berat
Badan
2 Deteksi Dini
Gangguan
Pertumbuhan
3 Penyuluhan Gizi
4 Pemberian PMT
5 Pemberian Vitamin A
6 Pemberian Sirup Fe..
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13. Menurut 1bu/Sdr(i) bagaimanakah Akses Dalam Memperoleh Pelayanan
Pencegahan dan Penanggulangan Diare pada Puskesmas Binjai Hulu?

No Jenis Pelayanan Akses Masyarakat
Mudah Sulit
1 Penyuluhan
2 Pemberian Larutan
Gula Garam
3 Pemberian Oralit.

14. Menurut 1bu/Sdr(i) apa saja Faktor-Faktor Yang “Mehdorong Untuk
Mengunjungi Puskesmas Binjai Hulu?

No Faktor Pendorong Keterangan
Setujy Tidak Setuju

1 Jarak atau lokasi posyandu dekat
2 Tidak dipungut biaya
3 Sambil  menjalin  silaturahmi

dengan tetangga
4 Karena diundang oleh pengurus
5 Ikut-ikutan saja
6 Karena diperintah oleh!Ketua RT,

Lurah dll

15.  Menurut 1bu/Sdr(%) apa saja Faktor-Faktor Penyebab Tidak Mengunjungi
Puskesmas'BinjarHulu?

No Faktor Penyebab Keterangan
Setuju Tidak Setuju

Sering tidak aktif/tidak rutin
Peralatan tidak lengkap

Kualitas petugas tidak memadai
Pelayanan yang diberikan tidak
memadai

5 Tidak ada tenaga medis maupun
paramedis (dokter, bidan, perawat
dll)

AIWINEF
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